ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat dari sikap
pemerintah Indonesia yang dianggap melakukan upaya proteksi perdagangan
Internasional. Dalam hal ini, Brasil menuntut Indonesia telah melakukan upaya
proteksi perdagangan yang diklaim berdasarkan dengan mengabaikan proposal
pertama terkait impor produk daging dan turunannya dari unggas yang ingin
diekpor ke Indonesia oleh Brasil sejak Tahun 2009. Indonesia sebagai Negara yang
ikut menandatangani persetujuan bergabung dalam hubungan perdagangan antar
negara dan kemudian telah meratifikasi persetujuan tersebut melalui Undang —
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, menjadikan Indonesia harus
tunduk kepada kesepakatan — kesepakatan yang telah dibentuk oleh World Trade
Organization sebagai anggota bersama - sama dengan negara — negara anggota
lainnya. Terdapat berbagai tujuan atas dibentuknya organisasi perdagangan dunia,
salah satunya adalah terkait perdagangan yang bebas dan terbuka serta peniadaan
hambatan tarif maupun non tariff terhadap sesama negara anggota. Indonesia dan
Brasil merupakan Negara anggota WTO, sehingga seharusnya perdagangan antar
negara harus mematuhi tujuan dan prinsip serta aturan lain yang telah disepakati
dalam organisasi WTO. Klaim yang dilakukan Brasil kemudian menjadi
permasalahan yang mendasar terhadap bagaimana peraturan didalam negeri di
bentuk termasuk didalamnya peraturan setingkat menteri. Dalam gugatan yang
dilakukan oleh Brasil, Indonesia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar
empat hal. Empat hal tersebut yaitu terkait dengan, daftar produk yang dapat
diimpor, persyaratan penggunaan produk, prosedur perizinan impor, dan
penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner. Dari empat gugatan
yang dimenangkan oleh Brasil, Penulis berpendapat bahwa terdapat dua gugatan
yang dimenangkan oleh Brasil yang dapat dilakukan banding terhadap badan
banding WTO. Dua hal tersebut yakni terkait dengan prosedur perizinan impor dan
penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan.

vi



